BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana
yang telah diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa dalam
menyelesaikan sengketa mengenai sertipikat ganda atas sebuah hak atas
tanah yang terjadi di Kelurahan Klareyan, Kecamatan Petarukan,
Kabupaten Pemalang — Jawa Tengah harus diselesaikan dengan 2 (dua)
cara yaitu diselesaikan melalui Jalur Pengadilan “litigasi” dan diselesaikan
melalui Jalur di luar Pengadilan “non litigasi”. Dalam menyelesaikan
sengketa mengenai sertipikat ganda melalui jalur di luar pengadilan yang
dilakukan langsung oleh pihak yang bersengketa dengan melakukan
Mediasi yang didalamnya terdapat negosiasi antar kedua belah pihak
berjalan dengan baik. Lalu, apabila perkara mengenai sertipikat ganda
diselesaikan melalui jalur pengadilan harus melewati prosedur peradilan
perdata yaitu dengan melewati tahapan Penyerahan Gugatan, Penyerahan
Jawaban Tergugat, Eksepsi, Jawaban atas pokok perkara, Rekonvensi

(gugat balik), bisa juga terdapat Intervensi, Replik, Duplik,Pembuktian
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dari Penggugat dan Tergugat, Penyerahan Kesimpulan dan yang terakhir
yaitu tahap Pembacaan Putusan. Dalam Perkara Perdata No.
32/Pdt.G/2020/PN.Pml mengenai sengketa sertipikat ganda baru sampai di
tahap Pembuktian dari Penggugat dan Tergugat. Jadi, belum terdapat hasil
putusan atas perkara tersebut dan belum dapat diketahui pihak mana yang

bersalah dalam perkara ini.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis
memberikan saran agar Pihak badan Pertanahan Nasional harus memiliki
basis data mengenai tanah yang sudah terdaftar atau belum terdaftar
dengan melakukan pencatatan dan pencoretan pada peta pendaftaran
supaya tanah yang sudah didaftarkan dan sudah terdapat sertipikat hak
milik atas tanah tersebut tidak dapat didaftarkan kembali ataupun

disertipikatkan oleh pihak yang akan berbuat curang.
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